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KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah merupakan dokumen
perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026
yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung
perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk
diperlukan suatu perencanaan yang baik, khususnya kebijakan dalam bidang
administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata
untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Rencana Kerja
mengandung tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi
kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan
masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai
Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara
umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan, oleh
karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari
unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025
ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan
Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara

f,
V.7
v
Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19681210 198803 1 004
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1
(satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang,
perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya
dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah
membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang
disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yangdilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RKPD Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis
dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan
kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada tahun 2025.

3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/
kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah kabupaten,
maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



1.2,

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja
harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah
disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang
Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri
Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0008/M.PPN/01/2007-050/264A/S] tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa
Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder
Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota
berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau
keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk
pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPIJMD yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam
penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan
pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPIMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan
organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap
memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam
Negeri Di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;



1.3.

1.4.

r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;

v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;

w. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

X. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maksud dan tujuan

Penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai
panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun
2023 dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Sedangakan tujuan disusunnya Rancangan Awal RENJA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2025 menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4.

Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian
RENSTRA PD

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN



BAB I1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TAHUN
LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun lalu ditujukan
untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah
dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis
Perangkat Daerah, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
Secara umum rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mencapai
98,6% dengan predikat “Sangat Tinggi” dan realisasi keuangan Rp.
28.978.400.436 dari pagu anggaran Rp. 33.748.231.239
(85,9%).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5
(lima) Program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota:
Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2023 vyaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah
dengan nilai target 82 (BB) dan realisasinya 95,35 (A) atau capaian
kinerja sebesar 116,28%. Target kinerja tercapai. Kendala yang
dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya
adalah :

1. Mekanisme Pengumumpulan Data Kinerja Belum Didukung
Pedoman atau SOP;

2. Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah
Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala
(Bulanan/Triwulanan/ Semester);

3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat
eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan
sebagai dasar pemberian) reward & punishment;

4. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan
alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti
dalam bentuk langkah- langkah nyata sehingga tidak ada

menunjukkan perbaikan setiap periode.



Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk

dalam  Program Penunjang Urusan Pemerintah  Daerah

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, target kinerja 4 dokumen, dengan realisasi 4
dokumen (100,00%)
Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD ada 4 dokumen vyaitu: Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (LPPD), dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
bulanan/semesteran/tahunan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target
kinerja 2 Laporan, dengan realisasi 2 Laporan (100,00%)

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen
(100,00%)

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target
kinerja 100 ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, dengan
realisasi kinerja 100 ASN (100,00%) dan Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan, target kinerja 15 ASN, dengan realisasi 15
ASN (100,00%)

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 6
layanan, dengan realisasi 6 layanan (100,00%)

» Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 3
paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)

» Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerj 1 paket, realisasi
kinerja 1 paket (100,00%)

» Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, target kinerja 3
paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)

» Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
target kinerja 10.800 dokumen, dengan realisasi 10.800
dokumen (100%)

» Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target
kinerja 160 laporan, dengan realisasi kinerja 160 laporan (100%)

» Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 75.000
dokumen, dengan realisasi 75.000 dokumen (100%)

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, target kinerja 120 unit, dengan realisasi
kinerja 120 unit (100,00%)



g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan
(100%)

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, target kinerja 9 unit, dengan realisasi
kinerja 9 unit (100%)

B. Program Pendaftaran Penduduk:

Indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2023 yaitu:

1.

Persentase Kepemilikan KTP-el dengan target sebesar 99%
dan realisasinya 99,23% atau capaian kinerja sebesar 100%.
Target kinerja tercapai.

Persentase Kepemilikan KIA dengan target sebesar 70% dan

realisasinya 55,58% atau capaian kinerja sebesar 79,40%.

Target kinerja tidak tercapai maksimal, kendala yang
dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

a. Kurangnya sumber daya manusia operator SIAK
khususnya operator pencetakan KIA;

b. Sarana prasarana vyang harus disiapkan dalam
mendukung kegiatan diatas vyaitu, belanja cetak
(Blangko KIA) dan ATK (Alat Tulis Kantor), komponen
ATK yang harus terpenuhi adalah Ribbon Colour (RC)
dan HDF Film sebagai toner pencetakan KIA.
Rekomendasinya : menambah sumber daya manusia
operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA dan

menambah peralatan pencetakan KIA mobile.

C. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Program Pencatatan Sipil Tahun 2023 yaitu :

1.

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
dengan target sebesar 98% dan realisasinya 98,79% atau
capaian kinerja sebesar 100,80%. Target kinerja tercapai.
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim dengan
target sebesar 90% dan realisasinya 100% atau capaian
kinerja sebesar 111,11%. Target kinerja tercapai melebihi
dari yang ditargetkan. Tidak ada 43 kendala yang dihadapi
dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya
adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.
Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dengan
target sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian
kinerja sebesar 101%. Target kinerja tercapai melebihi dari
yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam



pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar

dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Tahun 2023, yaitu : Persentase Layanan Informasi
dan Inovasi Administrasi Kependudukan dengan target sebesar
100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
Target kinerja tercapai dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala
yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya
adalah agar dipertahankan kinerja baik tersebut.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
Indikator kinerja Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun
2023 vyaitu Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data
Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100%
atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Tidak
ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu
rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik

tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai
Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan
pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun
berdasarkan RPIJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026,
adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan
proyeksi untuk Tahun 2024 dan 2025 kami sajikan dalam bentuk Tabel
TC.30 sebagai berikut :



Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026

T Target Renstra-PD Realisasi Capaian Proyeksi
UL Catatan
No Indikator MNasional | IKK 5
022 s
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
022 W23 024 015 2026 2022 033 024 2025
t [¢)] £l (4 | = 8 ] i [ {10} {11 (13} 113) {19)
Indeks Kepuasan
Masvyarakal Terkait
. |Pelayaran i o 4 | B8 (Sangat | 80 (Sangat | . - & i Do i
I i 82(Bal) | 84 (Balk) | 86 Baik) | © N By | 8176 Bak} | 8176 Baik} | 66 Balk] | 68 (Baik]
Keperdudukan dan
Pencatatan Sip|
Parsantase
Pemenuian
3 [PeyEnan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 050% 100% 100%
Pendafiaran
Pandudus dan
Pencatatan Sqx|
3 N SMPPew | gypm | s | w00 | B | BEAN | SSElA | mmpa | B | eol
" Parsentace
4 £9.2% Kepemifkan KTP-el W% "% W% o5 95% oE% 05 39% 99%
] W EE«pemiE:r s 5% 0% W% B5% 95% 43% 5% 0% 9%
Perseriace
g, |MEpemitkan Aids o ; " £ B4, " i
(] £ Kebahisan Usia 0-18 7% % L gty iy 94 Bl 95 5% 4o a0t
Tafwn
Pessertase
Fepemibkan Akla o N Y " o %
7 Prkauwdnan Hon 85% % 5% 95% 95% 95% 55% 95% 5%
Musiim
Persentase Pelayanan
] Penertitan Akia 9% W% W% 5% 55% 100% 100%% 99% 99%
Kematian
Persentase Layanan
9 e g | gs | oo | oo | o0ow | owos | o0 0% | 00w | 400
Kependuduan
Perseriase
- Penyedizan dan ; i " - S e =
10 Permaniatan Dol 100% 100% 100% 100% 100%. 100% 100 100% 100%
Kependudukan
Rata-Hata Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan 111,51% 58 .38% 100% 100%

Untuk pencapaian kinerja pelayanan, yang terdiri indikator

tujuan, sasaran dan program dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1.

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023
sebesar 86 (Baik) dan realisasinya 85,88 (Baik) atau capaian kinerja
sebesar 99,70% (Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun
2023). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam
pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :

a. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara kumulatif adalah 85,88.
Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai
Kartanegara menurut Permen PAN RB No. 14 tahun 2017
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tergolong "“Baik” diatas untuk terus dipertahankan dan

ditingkatkan;

b. Walaupun semua unsur terdapat nilai Baik semua namun perlu
tetap memperbaiki dan mengevaluasi nilai yang menurun dari
tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dibawah ini:

» Persyaratan : Pada unsur tersebut sebenarnya sudah
dilaksanakan maksimal oleh Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sudah banyak
memfasilitasi dengan beberapa pelayanan berbasis IT,
sehingga hal tersebut sangatlah bagus, agar lebih
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat namun
terkadang syarat yang sudah ditetapkan terkadan tidak dibaca
atau masyarakat tidak memahami proses melalui media online
tersebut.

» Prosedur, Produk, kompetensi petugas Layanan mapupun
Perilaku petugas Pelayanan :

Sebenarnya media komunikasi, saran dan masukan sudah
disiapkan serta sudah menggunakan media online, namun
karena masyarakat kemungkinan tidak bisa membuka akses
atau keterbatasan pengetahuan mauun informasi maka hal-
hal seperti tersebut kurang menjadi perhatian. Untuk itu dapat
diperhatikan dan di perbaiki sebagai salah satu bagian yang
tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penilaian terhadap
pelayanan kepada masyarakat, begitupun indikasi sub

penilaian yang dirasa kurang lainnya.

2. Target Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebesar
100% dengan realisasinya 99,60% atau capaian kinerja sebesar
99,60%, target kinerja tercapai dari yang 13 ditargetkan, adapun
persentase kekurangan dari pemenuhan pelayanan tersebut
dikarenakan adanya permohonan warga yang tidak dapat diproses
lebih lanjut karena kurangnya dokumen yang di syaratkan.

3. Target Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan
nilai 82 (BB) dan realisasinya 93,35 (A) atau capaian kinerja sebesar
113,84% (Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023). Target
kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
kinerja dengan rekomendasi adalah :

» Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan pada Disdukcapil;
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» Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan
Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara  Berkala
(Bulanan/Triwulanan/Semester);

» Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV
keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian) reward & punishment;

» Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan
alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti
dalam bentuk langkah langkah nyata sehingga tidak ada
menunjukkan perbaikan setiap periode.

4. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2023
sebesar 99% dan realisasinya 99,23% atau capaian kinerja sebesar
100%. Target kinerja tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi
dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya
manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan
langsung jemput bola terkait perekaman KTP-el bagi warga yang
berumur 17 tahun, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan
langsung jemput bola perekaman dan pencetakkan KTP-el secara
berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk
untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian
kepemilikan KTP-el nya masih rendah.

5. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2023
sebesar 70% dan realisasinya 55,58% atau capaian kinerja sebesar
79,4%. Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang
dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber
daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan
langsung jemput bola terkait pencetakkan KIA, rekomendasinya
adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola pencetakkan KIA
diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan,
dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui
lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan KIAnya masih
rendah.

6. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia
0-18 Tahun Tahun 2023 sebesar 98% dan realisasinya 98,79% atau
capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai maksimal.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu
kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam
melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan Akta
Kelahiran Usia 0-18, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan
langsung jemput bola penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 diseluruh
kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan

memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-

12



lokasi mana saja yang capaian kepemilikan akta kelahirannya masih

rendah.

7. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan

Non Muslim Tahun 2023 sebesar 90% dan realisasinya 100% atau
capaian kinerja sebesar 111,11%. Target kinerja tercapai. Kendala
yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja belum maksimalnya
pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan dokumen Akta
Perkawinan bagi warga non muslim yang sudah menikah secara
agama, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah

baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

8. Target Kinerja Indikator Persentase Pelayanan Penerbitan Akta

Kematian Tahun 2023 sebesar 99% dan realisasinya 100% atau

capaian kinerja sebesar 100%.

9. Target Kinerja Indikator Kinerja tahun 2023 Persentase Layanan

Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan sebesar 100%
dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal
ini dikarenakan terealisasinya seluruh informasi terkait administrasi
kependudukan seperti informasi melalui media brosur, spanduk
cetak digital, media social/website, dan inovasi berupa VITAMIN
BERTENAGA, LAYANAN ONLINE, BUNGA DESAKU target kinerja
tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah

baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3.1

2.3.2

Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
tahun 2024 belum dapat di evaluasi secara maksimal, mengingat
kegiatan Tahun Anggaran 2024 baru berjalan satu bulan, akan tetapi
untuk capaian per 31 Desember 2023 dapat dilihat dengan rata-rata
capaian diatas 85 %, hal ini dikarenakan dari 10 (sepuluh) indikator
kinerja pelayanan rata-rata capaian kinerjanya mencapai 98,38%,
untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian 2.2. Analisis Kinerja
Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kutai Kartanegara.

Permasalahan dan hambatan vyang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
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Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi OPD, adalah masih kurangnya sumber daya manusia
secara kuantitas terkait pemenuhan kebutuhan sebagai operator
SIAK, serta banyaknya peralatan penunjang pelayanan penerbitan
dokumen kependudukan seperti, peralatan perekaman yang sudah
kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty) dan masih
kurangnya Server yang mendukung pengelolaan database SIAK,
pelayanan SIAK Terpusat dan digital ID. Masih kurangnya kuantitas
dan kualitas sarana kerja. Tidak adanya budaya kerja yang
kompetitif dengan penerapan reward and punishment yang dilakukan

secara terus menerus dan terukur.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti
SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran
dari visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat memberikan
kontribusi positip terhadap pencapaian misi nasional vyaitu
“Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya”
dengan fokus pada Reformasi Pelayanan Publik, adapun Motto dalam
pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : MEMBUAT
MASYARAKAT BAHAGIA

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Masih kurang massifnya penyampaian informasi kepada
masyarakat terkait perubahan kebijakan, prosedur dan
persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, baik perubahan pelayanan kebijakan secara
daring maupun luring.

2. Meningkatkan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan,
khusus pada menyediakan media komunikasi saran dan
masukan.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Misi
Pertama Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan
Melayani. Dengan Program Dedikasi : Program Digitalisasi
Pelayanan Publik (DISAPA), merupakan Program Dedikasi Kukar
IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pola pikir dan sosio
kultural tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
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efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi
informasi.

2. Adanya dukungan logistik balngko KTP-el yang tersedia sesuai
kebutuhan di daerah dengan mekanisme hibah uang ke
pemrintah pusat untuk penyediaan blangko KTP-el, serta
dukungan program aplikasi SIAK Terpusat dan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan oleh
Direktrorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk
memberikan pelayanan kepada masayarakat sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi saat ini, selain itu Kutai
Kartanegara merupakan salah satu lokasi Ibu Kota Negara (IKN)
yang sudah mulai dibangun di tahun 2023, hal ini akan
memberikan peluang baru, seperti peningkatan ekonomi,

terbukanya lapangan kerja baru dan lain sebagainya.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg
strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan

rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistim Informasi Adimintrasi Kependudukan (SIAK)
terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan
reformasi mendasar pengelolaan dan pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil secara modern yang telah
memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan
Sandi Negara (BSSN);

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
Pencegahan Stunting terkait pemanfaatan data penduduk yang ada
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data

tersebut dapat digunakan secara akuntabel, efektif dan tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Rancangan Awal Rencana Kerja PD yang telah disusun pada
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja
merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan
Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi

tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan
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rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di
samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang
program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lihat Tabel T-C.31)

Tabel T-C.31
Review Termadap Rancangan Rencana Kerja Perangkt Daereh Tahun 2025
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan wadah
penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal
dengan RKPD,. Musrenbang merupakan upaya memenuhi amanat Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional. “Amanat tersebut dengan
menyelesaikan penyusunan RPIJMD Kutai Kartanegara tahun 2005-2025,
menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.
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Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun
rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan
kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada
pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Perangkat Daerah
(PD) dan antar Pemerintah Daerah sebagai pengusung rancangan rencana
kerja PD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang
kecamatan, adapun data-data usulan program dan kegiatan masyarakat
terdiri dari :

a. Data usulan dari kecamatan yg difasilitasi dgn kegiatan Musrenbang
Kecamatan.

b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD.

c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten, yaitu hasil dari Forum Gabungan
SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD di kompilasi

menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi

MUSRENBANG Kabupaten.

d. Renja awal SKPD merupakan hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten

dalam kegiatan

yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk
proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, apabila ada usulan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Untuk
Tahun 2024 maka akan kami tampilkan pada Tabel 2.5 dibawah ini, dan
jika tidak ada usulan, maka hanya tabel kosong yang kami tampilkan.
Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
yang kami hadiri pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para
pemangku kepentingan, baik dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran

dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.5 (TC.32)
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai

Kartanegara
No. Program, Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/ Catatan
dan Sub Kegiatan Kinerja Volume Penting
1 2 3 4 5 6
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pada hakekatnya adalah upaya Tertib Dokumen Kependudukan
atau Tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu melalui
digitalisasi identitas, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap
pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan
dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis,
artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara
hukum berfungsi  melindungi, = mengakui/mengesahkan  status
kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga
dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau
melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain
dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen
atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau
pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk
itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas
tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

a. Menyiapkan perangkat infrastruktur untuk melakukan monitoring
terhadap kondisi perangkat yang ada;

b. Melakukan peremajaan perangkat yang sudah kadaluwarsa (out of
product, out of sale, out of warranty); dan

c. Memetakan kondisi database Kependudukan untuk persiapan

penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam

Program Pencegahan Stunting.

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan
BKKBN menyediakan data kependudukan untuk mensukseskan
program keluarga Sejahtera dalam upaya menekan angka stunting
di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga
memastikan setiap anak usia 0-18 tahun mendapatkan dokumen
Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);

b. Data Kependudukan sangat strategis untuk mempermudah
berbagai pelayanan publik, tidak hanya vaksinasi dan stunting,

kedepan banyak program prioritas pemerintah yang memerlukan
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data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di

Seluruh Indonesia.

a.

Perbaikan terhadap keluhan masyarakat dalam layanan
Administrasi Kependudukan;

Pelaksanaan regulasi baru bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Persiapan penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4) Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2024

4. Memastikan Pencapaian Target Nasional Kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

a.
b.

C.

Mewujudkan target kinerja perekaman KTP-el mencapai 99,4%
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 98%;
Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 70% ditahun
2023;

Menyelenggarakan buku pokok pemakaman 50% desa/kelurahan
memilik buku Pokok Pemakaman dan di dorong 50% Kompleks
Pemakaman memiliki BPP;

Melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data
kependudukan di tingkat Kabupaten sebanyak 15 OPD;
Mewujudkan akses data dalam pemanfaatan data kependudukan di
tingkat kabupaten sebanyak 15 OPD;

Membuat inovasi tiap semester minimal 1 inovasi, setahun 2
inovasi;

Mewujudkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 25%

dari total capaian perekaman.

5. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target

nasional berkomitmen mengambil langkah-langkah percepatan

untuk menyelesaikan target.

6. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2024 Khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan

Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara
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1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang
merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun
waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas,
maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara
menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi
Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, Meningkatnya Kualitas Layanan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan
Indikator Kinerja Tujuannya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat
Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang
akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran,
Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses
perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran
harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat
dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1
(satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan
sasaran untuk tahun anggaran 2021-2026 adalah Meningkatnya
Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah Persentase
Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai Tujuan Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kutai Kartanegara dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan
Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan Indikator
Kinerja Sasarannya adalah Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kutai Kartanegara Tahun 2025 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
yang disusun berdasarkan :

a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;

b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;

c. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan Klasifikasi,
Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan
pemuktahirannya, direncanakan berjumlah 5 (lima) Program dengan 15
(lima belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan yang
dibiayai melalui anggaran APBD, yang sebagian besar merupakan Program
Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan
dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar
Rp.20.129.551.038,00 untuk rencana prakiraan maju tahun 2025
kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp.22.939.517.753,00
dengan jumlah Program sebanyak 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas)
Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak
ada perbedaan dengan RPIJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang
selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, terdapat beberapa
sub kegiatan baru yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan
atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja
yang akan dicapai, adapun Rancangan Akhir Rencana Kerja
(Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel TC.33
sebagai berikut :
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Tabel T-C.33

Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Rencana Tahun 2005 Prakiraan Maju Tahun 2026
Urusan Bidang Urusan
; Indikator Kinerja : . }
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1201{202) | Administrasi Kevangan Tumlah Lagoren 1| Loporan | 10938.271.845,00 1| Laporan | 10.629.806.192,00
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Perangkal Dacrah Yang
\Akuntabel
1201 2,02 01 penyecizan Gajdan Toangen [Jumban Orng yang Nenerine | Tergarong | 100 [OrangBan) 1051073184800 AF8D W0 [orngBun|  1038L2EK18200]
| 45N 2 dzn Tunzangan ASH
[12f1] 2,0203 Kourtinas dan Peryusuran Jumiah Lzporan Kewengan | Tegmrong| L Laporn 1500000000  ARD 1 Laposan 25.000.000,00]
| Lporan Newsngan kb Tawn | Ak Tahua SKPD den
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12f01] 2,02707 | Koortinas dan Peryuzunan Tumbah Laporan Keuangan | Tenggarong | 1 Laporan | 17.540.000,00  AcBD 1 Laporan | 157.540.000,00
Lzgoran Kelsngan Bulznan Triwularan Semesten
Bulanar Trwuznar Semestzran |0 SKED dan Laporan
5P Kaordrasi Femyusunen
Lagoran Keuangan
Bulznan Trwudaran Semesten
112101] 2,02 708 | Penyusunan Peporan den Ands [Jumiah Dokumen Plapan. | Teamaron| L Dokumen 00100000  APBD 1 Dckumen 25.000.000,00]
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12701{203] | Adwinistrasi Barang Mk |Jumiah Dokumen Barang 1 [ Dokumen |  100,000,000,00 1 | Dokumen 100,000.000,00
Daerah pada Peranghat Daerah | Milik Dacrah (BMD) pada '
Perangkat Daerah
12701 2,03 01 Penpusiman Perencanaan Jumiah Lzporan Renmna  |Tenggarong| L Dokumen 000,000,000  APBD 1 Laporan 25.000.000.00
Kebutuhen Barang Mik Daerzh  (Kebutuhvan Barang Wik Deerah)
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1201/205 | Adwinistrasi Kepegaweian | Jumlah Dokumen 4 | Dokumen | 100.000.000,00 4 | Dokumen 100.000,000,00
Perangkat Daerzh  Administrasi Kepegeraian
12101} 3,05 10/ Sosaisasi Peraturan Perundang- | Jumlah  Qrang yarg Tengarerg| 100 Orang 50.000.000.00 APBD 100 Orang 50.00.000,00)
|Undangan Menghu Sosielsas
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Dasrah Umam Perangkat Daerzh -
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| e
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© 0 |
1201 2,07 F01 | Pengadaan Kendaraen Perorangan | Jumiah Unt Kendsraan TenggErng 3 [ Unt 430.000.007.00
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Diszakan
1201 207 gadaan Peralzian dan Mesn | Juméah Uit Perdlaran o TengErong | 7S urit 1.240.197.000.90) Penurangan Fagu 0 unit 1,035.200.009,09)
Lainnyz Mesh Lannya yang Anggaran urkuk
Disztiakan ditamiaiikan ke Sub
Hegatan Bengatasn
Gedieng Kantor atau
Eanguran Lennya dan
Sub Kegiatan
) dn
Penyzjan Dats
1201207 gadaan Gedung Kantor U [Jumiah Unt Gedung Kantor |Teqgarong| 4 uric 140.000.000.00) Penambahan Sena ] unt 70.000.000,00
Banguren Lainya dtau Bangunan Kotz Gedung Kantor UFT
Lainrya yang Disediaan Bangun, Muzra Badak, Wuers
Kembang Jawa, sewR Stand
Jangut, famer Eral dan
Muzra Peristing Merh Puth
Badak can Sznga Sange
Huars Jawa
Jasa i
Pemerintahian Daerah yang
12101{ 2,08 01 | Peryedman Jeso Surat Menyurat | Jumiah Laporen Penyedian | Tengpareng| 12 Laparan 44.491.000,00) 1i Laposan £4.891.000.00
|53 Surat Memyurat
12701} 2,08 702 | Peripedzan Jasa Koanunieas, umiah Laporan Peyedizan | Tenggareng| L2 Lapoian 273.£55,978,00) 13 Laporan 178.553.573,00
Sumber Dava A dan Listri {Jasz Komunkas, Sumber
[aya A dan st yang
Dk
1201 2,08 F03 | Penyedaan Jesa Perdiatan dan Jumian Laparan Penyadigan | Tenggaronyg 11 L2paran J0.210.000,00 Diperiukan Perambehan 11 Laporan 31210000, 00
Pertengkapan Kantor | Jas3 Peralatan dan Belanja fasa
Pelengkapan Kantor yang Perriliharaan Alst
Disstiakan Pendingin (AC), Personal
Komputer dan nter
12101 2,08 fo4| Periyedaan Jesa Pelayanan Umum | Jumian Lapoen Pemyedaan | Temggereng| 12 Laporan 943.195.656.00) Fenambanan Jasa 12 Laporan 753.923.060,0)
Kanlor sz Pelayanan Tenaga Ahl {1 Akl
Umum Kantor yang Dissciakan Jaringen, L
Programemer, 1
Huftimeda dan 2
Pexifaga MalamyWakar)
[12f01]2,00)  [Pemeliharzan Barang Wil |Jumiah Pemefiharzan 3 Unit 9 Uit 140.410.000,00
Do Penoong o Barng ik Derah
12701 | 2,09 T02 | Fenyedann sa Pemelhaman, | Jumiah Kerdarzan Dnis TeggErong| B urit Fenambahan Bekna 16 une 29.410.000,00
Biayz Pemdfiarzan, Pajeh, Jan | Operasiond 2iau Lapangan Jasz Pemelbharaan
Periznzn Kenderaan Dinss yag Dipeifvara dan dbayarkan Kendarazn Dines
Operasond 23U Lagangan Pajak dan Pemmnannya Bermatar Ferorangen
Roda 2 don Rods 4
12101 2,09 Tog | PemeinarzaryRehatits! [umiah Gedurg Kantor dan | Tengarong| L urit 1 unt 100.000.000.00
Gedung Kanlor dan Bangunan Banguoan LEya
Lainnyz yang Dipelivera/ Direhabiflasi

Penduduk
12702| 2,01 701 {Peniataan Pengudus fon Permaner Jumian Dokumen Hasi Semea L Dokumen Fengurangan fagu 1 Dokumen 425.000.000.00
fan RerzEn Adminktas! Pendataan Penduci Non Kecamatan ANgGarEn unik
Kependudukan Penanzn dan Rentan dizambafikan ke Sub
Administrasi ¥ependuduken Kegiatan Sub Kegizman
Penyedaan ksa
Pemelharzan, Beya
Pemeiiaraan, Pajh, dan
Perizinzn Kenderaan
[inas (peresaond Az
Lapangan
1202 2,01 02| Penratatan, Peraausshasn dan  [Jumian Dokumen Hast SEmia 150.009. | Dokumen 450.000.000.90 PRngURAgan Fagu I00.000 | Dokumen 450.0200.009,00
Penetian Dokuren stz Pericaiatan, Peralausalaan | Kecamalan ANQUAEN Unik.
Pendattaran Penducuk dan Panertitan Dokumen Atzs ditambatikan ke Sub
Pendaftaran Pendudik Kegatan Sub Kegiran
BImbingan Tens
Imglementas Praluan
Penundang-Lindaagan
12102} 2,01 04 Peninghatan Pelayanan Pendaftaran [Jumiah Lsporsn Hesi Semua 1 Laparan 350.000.000.00) Pengurangan fagu 1 Laporan 350.000.000,00
Penduduk Paringkaten Pelayanzn Kemamatan Anggaren unfuk
Pendaftzran Perdudl ; ke Sub
Kegaran 5L Kegiazan
Eimbingan Tewnis
|Tm§iemﬂ1?a§ Perzturan
|Perundang-urumgan
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21213201 1101 | Dokumen 1301 | Dokumen
1|12703| 2,02 01 Pencatztan, ?endmsdlm‘daﬂ Jumiah Dakumen Hasi Semia 1100 Dakumen: 560.893.20600) APBD | Pengurengan Paqu 1300 Dokumen 350.593. 205,00
Penietaan Dokumies ates PRaperan| Pancacatan, Keramatan Angoaran Uik
Pensawa Perting Penatausanaan dan PenerbiEn drambahian ke Sub
Delmen A7as Pelparan Kegatan Sub Kegiatan
Peristuz Penting Penyedzan sa
Pedayanian Umum Kanior
2 |12{03| 2,02 02 | Pexingiatan dalam Pelayanan Tumiah Layanan Pencatatan Semua 1 Layanan 500.000.00000) APBD | Pengurangan Fagu 1 L3yaran 530.00.000,00
Penmataten Spil Spl yang Dimgkatien Kemamatan Angoaren uniuk
ditamiatikan ke Sub
Hegaan 5L Kegemn
Pemyedean Jesa
Pelayanan Umum Kantor
712703 20201 Fuoronas dengen Kanor [ Juman Laparen Fosl Sea | 1| pomn | WED | Feguargan Fagu 1| o J50.000.060.00
Kemertedan yang Kaorrinasi dengan Kantor | Kemmatan Enggaran uniuk
WenyeEnggarskan Linsan Kementzrian yang ditambiafikan ke Sub
Pemsintanan & Bdzng Agama  |Menyeknggarakan Urusan Kegatan Fengadaan
Kadupaten/Kom den Pengedln  |Pemenntahan di Béang Agama Geding Kartor I
Agama yang Borkatan dengan | Kabupaen Ko dan Banguran Larmya dan
Penvatatan Nikah, Talak, Cers, dan |Pengadian Agama yang Sub Kegiatan
Rujuse bagi Penduduk vang Berkatan dengan Pencatatan Pengolshan dan
Beragama Isam Hikah, Talzk, Caral, dan Rujuk Penyzjan Data
bagl Penchuduk yang Beragama Kependudukan
Kependudukan
1 | 12104] 2,00 701 [Pengolshan dan Feryajian Deta | Jumlah Dakumen Data Semia 1 Deleumen 100.000.000,00] APBD | Penambehen Anggaran 1 Dekunzn 100.000.000,00]
Kepandudukan Kependuduikan yeng Diolah | Keamatan untui¥ pencepaian tzrget
dan Disafhan nasiond penmgkatan
Fivesi [dentizs
Kependdukan Digha
[IKD) 25% 12700
orang) dari Totd
Perekaman {523.121
orang)
2| 1204|201 702 | Kerjzsama Permanaatan Data Jumiah Dokumen Kerjz Sama | Semua jis Dolamen 100.000.000.00)  APBD 1 Dekmen
dduk Pemanfaztan Data Keramatan
Kzpandudskan
2]12704) 2020 Tata Cana {Jumizh Dokumen Tatz Cara Semua 1 Dokumen To.000.000.00)  APBD 1 Dekumzn 75.000.000.00
Perencanaan, Paaksangan, Perencanaan, Peksanaan, | Mecamatan
Perantzuan, Fydussi, Pamantauan, Evaluas,
Pengencalan, Gan Pelaporzn Pengendalan, dan Peaporn
Penyelenggzraan Adminduk Tedkat |PenyRenggarean Admingu
Pengekiaan Informas! Admstrasl Tm_t Pengelolagn [nfonmast
Kepeniudukan AdministTasi Kepeaduchikan
yang Disian
2 12f0a 2,03 sallsasi Terkat Peng umiah Laposan Hasl SenLa 1 Laparan 000000000 A8 L Laposan 200.000.000,00
Inormas) Adminsras Sosglsas Pangeoiaan Keamatan
Hependudukan \Irformasi Administras
Kependudukan
2112103/ 201 2 2
e, 3 |
2 {12{05{ 2,01 701 | Perediaan Datz |Jumiaf Daz Kependuciulan Sema 1 Doleumen T10.000.000,00)  APBD PROGRAM DISAPA 1 Dckumen £10.000.000.00
Kependudukan Kabupaten/¥ata | Kabupatzn/éola He@matan
1| 12105| 2,01 02 | Penyusnan Profi Data Jumiah Dikumer: Prafi Data Semua 1 Dicumen 5000000000  APBD t Dokumen 50.000.000,00
Peskembangan dan Proyeks! Pakembzngan dan Kecamatan
Kependudukan sea Kebuunan | Proversl Kependucukan sz
yeng lan Kebutufen yang Lan
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BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL
Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis
DISDUKCAPIL Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi,
Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DISDUKCAPIL, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) Tahun 2021-2026, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai
Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)
DISDUKCAPIL Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan
pembangunan pada Tahun 2025. Yang mengacu kepada Rencana Strategis
(RENSTRA) DISDUKCAPIL daan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala
prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan
anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu
pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPIJMD Kutai
Kartanegara Tahun 2021-2026.

Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian
Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penambahan Pagu Sub Kegiatan lebih dikarenakan untuk
mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu Program
DISAPA atau Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang merupakan
Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun
mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi,
selain dari itu DISDUKCAPIL berupaya mendukung peningkatan pelayanan
keikutsertaan BP]JS masyarakat yang terdapat pada Desa yang berstatus
Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, selanjutnya turut serta mendukung

pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan verifikasi faktual data
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5.2.

berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data yang
dimiliki oleh Dewan Masjid Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga data
penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat sesuai dengan
yang ada dilapangan, selain mendukung pengentasan kemiskinan
DISDUKCAPIL juga turut serta membantu menurunkan angka stunting
anak melalui program RAGAPANTAS dengan cara pemenuhan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak yang menderita stunting,
selain dari itu penambahan pagu anggaran sangat dibutuhkan karena
adanya penambahan Kecamatan Baru, yaitu Kecamatan Kota Bangun
Darat, Samboja Barat, dan perubahan nama desa serta antisipasi
pemekaran RT, Desa dan Kecamatan, hal ini akan mempengaruhi
bertambahnya kebutuhan logistik blangko KTP-el terkait pencetakkan KTP-

el bagi penduduk yang terdampak perubahan tersebut.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi
Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD,
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung
oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan
daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan
semua potensi dan kekuatan daerah;

3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban
untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran,
Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pokok dan
Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk
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menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta
pendanaannya;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu
proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi
terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi
dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang
RPIJMD, Pelaksanaan RPIJMD, Pengawasan pelaksanaan RPIMD, serta
evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman
kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai
Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan
pembangunan daerah;

7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir
masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan
evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan
data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang
dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri
(evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi
dan misi dalam kerangka clean goverment and good governance (Dunia

Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

5.3. Rencana Tindak Lanjut.
Rencana tindak lanjut Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD) Tahun 2025 akan dilanjutkan ketahapan penyusunan Rancangan
Akhir Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 berdasarkan hasil
evaluasi dengan BAPPEDA dan Tim Gugus Tugas Kukar Idaman,
selanjutnya inputing ke aplikasi SIPD 2025 menyesuaikan dengan

perubahan atas analisis kebutuhan perangkat daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2025
berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan
dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus

dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip
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koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai/<artanegara
i

f; [
Muhamad Ifyanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19681210 198803 1 004
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LAMPIRAN

Rencana Kerja Tahun 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar JI. Wolter Mongisidi, Timbau 75511

website : disdukcapil.kukarkab.go.id email : disdukcapil@kukarkab.go.id
TENGGARONG

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P.72.1/Disdukcapil/Set.1/800.1.13.1/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023, LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 2023, RENCANA KERJA (RENJA) 2025, RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2025, dan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2025

Menimbang

Mengingat

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

10.

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan
Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari :

Laporan Kinerja Instansi Pemrintah (LKjIP) 2023;

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) 2023;

Rencana Kerja (RENJA) 2025;

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025;

. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025;

maka dipandang perlu adanya Penetapan Tim dimaksud;

uRWNE

bahwa dengan adanya maksud tersebut untuk huruf (a) di atas, dipandang perlu
menetapkan tim yang diatur dalam suatu keputusan ;

Undang - Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi
Kependudukan;

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan
atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tamba-han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 8 tahun
2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kar-tanegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara;

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor P.54/Disdukcapil/SK-PA/800.1.13.1/01/2024 Tahun 2024
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2024.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

: Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2023, Rencana Kerja (RENJA)
2025, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;

: Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2023, Rencana Kerja (RENJA) 2025,
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud

diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan tugasnya
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai

Kartanegara;

: Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagainya mestinya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 09 Januari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL

MUHAMAD IRYANTO, S. Sos.,M.Si. &
Pembina Utama Muda (IV/c) @




Lampiran

Nomor
Tanggal
Tentang

Ketua
Sekretaris
Kelompok Kerja

Anggota Pokja

: Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Kartanegara.

: P.72.1/Disdukcapil/Set.1/800.1.13.1/2024
: 09 Januari 2024
: Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023,

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2023, Rencana Kerja
(RENJA) 2025, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025.

SUSUNAN PERSONALIA

: Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si. (Kepala Dinas)
: Alamsyah, S.Sos. (Sekretaris Dinas)
: Rizka Herjunita, S.IP (Kepala Sub Bagian Perencanaan)

Muhammad Syamsu Rizal, SE (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
Mica Riswati, S.IP (Staf Sub Bagian Perencanaan)

Aryadi Wijaya (Staf Sub Bagian Keuangan)
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Desiana Dwi Maulida, S.Sos. (Staf Sub Bagian Keuangan)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 09 Januari 2024
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Pembina Utama Muda (IV/c) o

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Masing - masing yang bersangkutan di — Tenggarong

2. Arsip



